
 

       

         

                                    

                                 

          



PBMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DIIYAS PF,RTATYAHAN DAIT LIIYGKTTilGAN HII'UP
BORONG

KEPUTUSAN KEPAI,A DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : DpLH.66ols}/vt/2}26

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DINAS PERTANAHAN DAN UNGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPAI"A DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARA] TIMUR

Menimbang : a, bahwa dalam rangka mewqjudkan
pelayanan publik sesuai dengan asas
pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak

penyelenggaraan

penyelenggaraan

dan kewajiban

penyelenggaraan

berbagai pihak yang terkait dengan
pelayanan, maka selief penyelenggara

Mengingat

pelayanan publik w4jib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam peniLaian ukuran

kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
perlu menetapkaa Keputusan Kepala perangkat Daerah
tentang Standar pelayanan pada Dinas pertanahan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Maaggarai Timur

1. Undang-undaag Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang pelayanan
Publik (kmbar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5Sg7) sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor IL
Tahun 2O2O teniar:g Cipta Kerja (lembararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tcntattg provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6g1O);

4. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2OL2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (kmbaran Negara RI Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan l.embaran Negara RI Nomor 5357);

5. Peraturan presiden Nomor g1 Tahun 2OlO tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 20 lO _2025;

6 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Ol4 Tentang pedoman
Standar Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunaa perangkat
Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Nomor 127), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Timur Nomor Z Tahun 2O2S tentang perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Maaggarai Timur (I-mbaran Daerah
I(abupaten Manggarai Timur Tahun 2O2S Nomor 7,
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Nomor 199);

8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 115 Tahun 2O25
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten
Manggarai Timur Tahun 2O2S Nomor 115);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: Standar Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Manggarai Timur, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisah dari keputusan ini;

: Standar Pelayanaa pada Dinas pertanahan dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Manggarai Timur meliputi :

1. Standar Pelayaaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

2. Standar Pelayanan persetujuan Teknis (pertek)
Pemenuhan Baku Mutu Emisi;

3. Standar Pelayanan pengurusan persetujuan Teknis
(Pertek) Limbah Cair;

4. Standar Pelayanan persetujuan Teknis (pertek) Limbah 83
Padat;

5. Standar Pelayanan Pengesahan Surat pernyataan
Kesanggupan pengelolaaa Dan pemaltaual Lingkungan
Hidup;

6. Standar Pelayanan persetujuan pemyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Standar Pelayanan pensertiEkatan Tanah Milik
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Standar Pela5ranan sebagaim6ls terlampA dahm
penyelenggaraan Keputusan ini wqiib dilaksanakan oleh
Penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawas dan masyarakat dalam penyelenga.raan pelayanan
publik;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalan penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Borong

Pada tanggal : 08 Juni 2026

Kepala Dinas pertanahan dan

Hidup

Timur,

*\-

Pembina Utama Muda
NIP. 19681001 199403 1009

Kabupaten



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPAI,A DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP MANGGARAI TIMUR

NoMoR : DPLH.66OIsO/vt/2026
?ANGGAL : 08 JUNI 2026

1. STAISDAN PELITYAI|AIT PETATAAII RUAI|G TERBUI(A HIJAU

A. Proseg Penyampatan peleyanaa (Servtce Deliveryf

Ivo KOMPONEI{ URAIAN

1 Persyaratan

2. Jadwal pembagian kerja

l. Data blok pembagian keqia

2 Prosedur

dan pengaturan pemotongan rumput;
2. Petugas IITH memeriksa mesin pemotong rumput;
3. Petugas RTH melaksanalan pemotongan rumput di

sekitar RIH;
4. Petugas RTH megumpulkan rumput yang telah

dibersihkan;

5. Petugas RTH mengembalikan mesin pemotong rumput ke
Gudang peralatan.

l. Pejabat Pengendali UngkunganDampak membuat adwalJ

c

I (satu) hari kerja
4 Biaya/ Tarif dipungut biaya (Graris)Tidak
5 Produk

layanan Laporan Penataan Ruang Terbuka Hijau
6 Penanganan

Pengaduan,

saran dan

masukan

Terbuka Hijau dapat diperoleh secara langsung melalui
petugas Penataan RTH atau melalui pejabat pengendali

Dampak Lingkungan melalui kontak person Handphone
o81 238 766 103;

2. SP4N-LAPORI

1. Kritik dan saran serta informasi terkait Penataan Ruang

Jangka

Waktu



B. ProsGe Dengetrohel Peleyanaa dt Intenel Orgaafcasf (faaufrcturiagf

I Dasar

Hukum

l.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2OO7 Tentang

Penataan Ruang;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Perkotaan (RTHKP);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

05/PRf/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasen

Perkotaan;

2 Sarana,

Prasarana

1. Alat kebersihan;

2. Mesin Pemotong Rumput;

3. Bensin;

4. Oli;

5. Gemuk;

6. Busi;

7. Pisau pemotong rumput;
8. Alat pengasah pisau pemotong rumput;
9. Tong/karung sampah;

10. APD FIIH (sarung tangan, sepatu, topi, kacamata dan
masker).

.) Kompetensi

pelaksana 2. Memiliki keahlian dan keterampilan di Bidang penataan

Ruang Terbuka Hijau.

1. Pendidikan Minimal SLTA;

Pengawasan

Internal Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan;

2. Pengawasan terhadap pejabat pengendali Dampa-k
Lingkungan dilakukan oleh Kepala Bidang;

3. Pengawasan terhadap Kepala Bidang dilakukan oleh
Kepala Dinas;

oleh1. Pengawasan terhadap Petugas RTH dilakulran

5 Jumlah

Pelaksana

Petugas RtH sebanyak 22 orang,

6 Jaminan

Pelayanan Manggarai Timur akan memberikan pelayanan terbaik agar
kebersihan kota Borong dan sekitarnya dapat tercapai.

Hidup KabupatenDinas Pertanahan dan Lingkungan

4



7 Jaminan

keamanan

dan

keselamatan

pelayanan

. Menjamin keselamatan dan keamanan petugas penataan
RTH.

I
2

. Menjamin kebersihan dan keindahan kota;

I Evaluasi

kinerja serta Staf DPLH melaksanakan rapat intemal Dinas untuk
mengevaluasi setiap kegratan dan pelayanan penataan RTH.

Kepal,a Dinas bersama Kepala Bidang, Pejabat Fungsional

Borong, O8 Juni 2026

Kepala Dinas pertanahan darr

Hidup

Timur,

Pembina Utama Muda
NIP. 19681001 199403 1009

\))
n- A



2. grAf,DAR pEr,AyArAf pERSEruruAx ?El.,rrs (,ERTE4 pEUEtIrIrAr
BAKI' MUTU EUIAI

A. pRogES pEryAupAur pELtryAIrAr 
{sERVrcE DELTVERY}

KOUPOIIDIT
URAIAIT

Ecrs5rarataa urat permohonan persetujuan Teknis (pertek)
Pemenuhan Baku Mutu Emisi kepada Kepala Dinas;

2. Prolil usaha/kegiatan (KIp pemohon, NpWp, Nomor
Induk Berusaha / NIB);

3. Dokumen Lingkungan Hidup yang dimilild (SppL/
UKLUPL /AMDAL);

4. Dokumen Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi,
meliputi:
. Deskripsi kegiatan utama dan proses penunjang

yang menghasilkan emisi;
r Jenis, jumlah, spesilikasi, dan kapasitas alat

penangkap/pengendali emisi (scrubber,
eledrostatic prccipitator, cy clone, dll);

r Juml,ah, tingrgi, diameter, serta koordinat geografis
cerobong asap (staclg;

. Rencana pemantauan emisi (manual/CEMS) dan
pemenuhan baku mutu emisi udara.

1.S

menyampaikan permohonan tertulis
beserta dokumen kelengkapan administrasi dan
teknis melalui loket pela5ranan;

2. Petugas memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
berkas administrasi;

3. Jika dokumen belum lengkap, berkas dikembalikan
kepada pemralarsa untuk diperbaiki; jika
dinyatakan lengkap, berkas diteruskan ke Tim
Teknis.

4. Tim Teknis melakukan validasi substansi dokumen
darr menjadwalkan peninjauan/uji verilikasi
lapa.ngan ke lokasi sumber emisi/cerobong;

5. Tim Teknis melakukan verilikasi terhadap
spesifikasi cerobong dan kesiapan fasilitas
pengendalian emisi;

1. PemrakarsaProcedur



6. Tim Teknis men5rusun Berita Acara Hasil Verihkasi
Lapangan dan melakukan evaluasi internal;

7. Apabila memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis
memberikan rekomendasi dan Kepala Dinas
menerbitkan Surat persetujuan Teknis (pertek)
Pemenuhan Baku Mutu Emisi;

8. Petugas mengagendakan dokumen dalam buku
register dan menyerahkan hasil pertek kepada
pemrakarsa.

.Iaagka Wektu (tiga puluh) hari keqia setelah dokumen
permohonan dinyatakan lengkap secara administratif
dan teknis untuk pelaksanaan verifikasi substansi, uji
lapangan, hingga penerbitan keputusan.

Maksimal 3O

Blaya/ Tadf Gratis / tidak dipungut biaya (Rp O,_).

Produ& layanen uan Teknis (pertek) pemenuhan Baku
Mutu Emisi.

Surat Persetuj

Peaaagaaea

Fergaduaa, sann
drn aanubn

atau melalui nomor kontak : Sardin (08123906586) &
Riani (082341140210).

SP4N.LAPORI

a

a

u ttdtLSdE/lI

imOM744U,3lrImXXJ ien{ormAGeAWaS(;68In

hatos:lldocs. le.com/forms/dle ll

B' PRosEa PEIrcELoLtlArt PBLA'A,AT DI rlhERrAL oRcArrrsAsr
(uAnur.acTuRlrcl

I(OMFOISEIT URIIAN

Dasar llukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin
dengan Pembakaran Dalam;

C5H9sMSgvU--



Seraaa,

Prasaraaa

Buku register permohonan, Laptop/ Komputer, printer, Alat
Pengukur Tinggi/ Diameter Cerobong, Kamera Dokumentasi,
Kendaraan Operasional Verifikasi Lapangan, Ruang
Pelayanan Informasi, Aiat pelindung Diri (ApD) Tim Teloois,
Laboratorium Lingkungan Hidup rujukan dari Tim Teknis
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Xonpetcnsl
pelabane

1. Pendidikan Minimal Saq.ana (S1) bidangTehrik
Lingkungan, Teknik Kimia, Fisika, atau Sains Kimia,
Teknik Pertambangan;

2. Memiliki sertifikasi atau keahlian dalam pengawasan
Emisi Udara / pengawas Lingkungan Hidup;

3. Memahami regulasi teknis mengenai pengendalian
pencemaran udara dan baku mutu emisi.

Pongawaran

Intornal
terhadap pelaksana lapangan dilakukan

oleh pejabat pengendali Dampak Lingkungan;
2. Pengawasan terhadap pejabat pengendali Dampak

Lingkungan dilakukan oleh Kepala Bidang pengelolaan
Sampah, Limbah 83 dan pengendalian pencemaran 

;3. Pengawasan terhadap Kepala Bidang dilakukan secara
hirarkis oleh Kepala Dinas.

1. Pengawasan

JuatraL

Pelabaaa
1. Petugas Pendaftaran: I (satu) orang;
2. Tim Teknis / Verilikator lapangan: 3 (tiga) orang.

.Iaoiaan
Pelayanan

Dinas Pertanahan dan Lingkungan
Manggarai Timur menjamin penyelesaian pelayanan secara
tepat waktu, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan
liar. Kelalaian pelaksanaan kewajiban oleh petugas akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan disiptin pegawai.

Hidup Kabupaten

.faDlno tt

Leaoanaa dao
hcsolatlatan
pclayrnaa

Menjamin keabsahan produk hukum
Pemenuhan Baku Mutu Emisi sehingga bebas dari tuntutan
hukum di kemudian hari, serta memastikan rekomendasi
teknis yang diterbitkan mampu mencegah bahaya
pencemaran udara bagi lingkungan sekitar,

Surat Pertek



Ecaluasi kinerja

Bidang, Pejabat Fungsional, serta staf pelaksana unfuk
mengukur efektivitas waktu proses pelayanan dan mengatasi
kendala teknis.

evaluasi rutin setiap
dipimpin

1nrapat ternal berkala
bulan olehyang DinasKepala bersama Kepala

Borong, 08 Juni 2026

Kepala Dinas pertaaahan dan

Hidup

Timur,

Pembina Utama Muda
NIP. 19681001 199403 1009



3. TAITDAR PELAY,,AII PTTGI'NUSAI' PERSETI'JT'AT TEXITIS IPERTE,.ILTilBAH CAIR

A. Proscs pcnyeupdaa Fclayaaaa (Scrvtce Dcttvetyf
KOMPOTTEIV

URAIAIT
1 Persyara tan 1. Persyara.tan Administratif

Dokumen legalitas perusahaan yang wajib dilampirkan
saat pendaftaran (biasanya melalui sistem Amdaleet atau
SI,AP PERTEK):

. Nomor Induk Berusaha (NIB) terbaru melalui sistem
OSS RBA.

r Identitas pemohon (KTp/ paspor pimpinan perusahaan
atau penanggung jawab lingkungan).

. Profil Usaha/Kegiatan (Nama perusahaan, alamat,
jenis industri, dan kapasitas produksi).

a Dokumen Lingkungan

UKL-UPL, atau SppL
terdahulu (AMDAL,

sudah dimiliki jika

perjanjian sewa

Hidup

yang
merupakan pengembangan/perubahan usaha).

I Bukti Kepemilikan Lahan atau
menyewa lokasi ueaha.

. Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang (KKPR)/
Advie pla nning dari dinas terlsit.

2. Persyaratan Teknis (Isi Dokumen t{ajian)
3. Persyaratan Sarana Fisik Lapangan (Kesiapan IpAL)
4. Surat Permohonan persetujuan teknis kepada Kepala

Dinas
2 Prosedur

dokumen kelengkapan administrasi dan teknis melalui
loket pelayaaan;

2. Petugas memeriksa dan
terkas administrasi;

3. Jika dokumen belum lengkap, berkas dikembalikan
kepada pemralarsa untuk diperbaiki, jika dinyatakan
lengkap, berkas diteruskan ke Tim Teknis;

4. Tim Teknis melakukan validasi substansi dokumen dan
menjadwalkan peninjauan/uji verifikasi lapangan ke
lokasi penampungan/fasilitas pengolahan limbah BO
cair;

memverilikasi kelengkapan

l. Pemrakarsa menyampaikan permohonan tertulis beserta

lYo



Tim Teknis verilikasi terh
fisik

lim titik
Ti kni

asil rifikasi

Apabila uhi
Tekni

berikan mendasi
rbi

tuj kni Lim Cair;

menyerahkan hasil

5 melakukan 1apangan adap
keSCsuatan penylmpanan salurarl alr

bah taanpena dan enpem uhan standar
6 m Te s men sunyu nBe ta Acara H ve

danLapangan melakukan evaluasr 1nternal
emem n tanPersyara smem reko dan DKepala lnas mene tkan

Surat Perse uan Te s olaanPengel bah B3
Petugas mengagendakan dokumen dalam buku Sterregdan Pertek kepada3 Jangka

Waktu

4

Lin id
Nomor

uormatif,

bi
dry.

hari

sarBerda kan Pera turan Menteri H u danp
5 Tahun I totalwaklu td buyang tuhkan DPLH mener tkanPERTEK seteIah dokumen talax lengkap 3o

Biaya/ Tant Tidak di biaya tistpungu Gra(
5 Produk

layanan
Dokum Teknis Lim

en
(Pertek) bah calr

6

Pengaduan,

saran dan
masukan 1. Konsultasi pengaduan:

. 081239065g6 pak Candiks
I O82A4tl4O2tO ibu Riani

2. SP4N-I.APOR!

formvlew
imO4UeM74{nxxJvIli lvl

tps: /doht CS oo le.cor 1Sil / forn /tt/U /1 afC5p0LSdUY, H9s

6Sm 3AieA

B. Prorcr pengelolaaa Pclayaaaa dt latornal Orgaatrart {taaufacturfagfI Dasar

Hukum
ndang-

ti
Keu adimenj

Un
brik

rikonesia s6)

1 U U Nomndang or 6 Tahun 2 3o2 ten Pentang etapanPeraturarr Pemertntah PenSgan U Nomorndang
2 Tahun

a
(Lemdang baran uRep Indonesla Tahuno2 23 Nomor 4 Tambahan kmbaran Negara bRepuInd oN mor 68

teri Hidup
Ta bi

3 Peraturall Men
dan hKe utananNomor 5 202 1 ta Cara Pener tan

7.
teknis,

bangunan

telo:is;

Tim

8.

pemrakarsa.

adalah:

Kehutsnan
202 secara

oleh untuk

2. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentangPenyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Lingkungan
Tahun tentang

Undarrg-
2022 tentang Cipta Undang-

Negara

I



Bidang Pengendalian pencemaran

Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional

Lingkungan;
2 Sarana,

Prasarana ! Sistem Informasi Elektronik (Aplikasi Utama):. Ruang Konsultasi / Desk Teknis: Fasilitas ruang tatap
muka di Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup
(serta aplikasi Wrtual Meeting seperti Zoom) yang
disediakan bagi pelaku usaha untuk melakukan
asistensi draf kajian sebelum di_submit resmi.. l.aboratorium Lingkungan Rujukan: Laboratorium
milik pemerintah Daerah yang telah terakreditasi KAN
(Komite Akreditasi Nasional) sebagai sarana qji petik
sampling pembanding saat verilikasi lapangan
berlangsung.

Sarpras Pelayanan Pengurusan (Fasilitas Pemerintah)

3 Kompeten

pelal<sana

s1

2. Memiliki sertifikat pengendalian pencemaran Lingkungan
3. Memiliki Sertifi.kat AMDAL / UKt_UpL

didikarr Minimal1 Pen S 1

4 gawasanPen

Internal
Pengawasan ntemal pada Pener tanI Proses bi. Verifrkasi Keabsahan Kompetensi Tim Teknis: Dinas

Pertanahan dan Lingkungan Hidup memastikan
bahwa Tim Teknis atau penilai Dokumen pertek diinternal dinas

tersertifikasi.
. Kepatuhan Terhadap SOp Batas Waktu (SLA _ Seruie

Level AgreementN: pengawasan intemal oleh Kepala
Dinas atau Bidang persampahan, Limbah Et3 dan
Pengendalian pencemaran dilakukan untuk
memastikan penerbitan pertek tidak melebihi batas
waktu yang ditentukan oleh regulasi (menghindari
pungli dan hambatan btotcrasi).

. Validasi Lapangan fVerlap): Sebelum pertek keluar,
tim Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup
melakukan verilikasi lapangan secara ketat untuk
mencocokkan data di atas kertas (desain IPAL, titik
koordinat outfatl) dengan
pabrik/ kegiatan usaha.

2. Pengawasan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup
(PPLH)

memiliki kompetensi yang

kondisi riil di

1.



masyarakat terkait
kerusakan rngkungan, :XTffi "ll,,::::dari sistem Sparing fiika industri tersebut
terintegrasi) .

personil khusus, yaitu ppLH (pejabat pengawas
Lingkungan Hidup), yang bertindak sebagai ujung
tombak pengawasan lapangan. pengawasan oleh ppLH
ini dibagi menjadi dua jenis:

' Pengawaean Reguler (Berkala): Dinas pertanahan dan
Lingkungan Hidup menyusun jadwal pengawasan
rutin tahunan terhadap industri_industri yang
memegang pertek Limbah Cat. ppLH akan datanguntuk memeriksa kesesuaian operasional IPAL
dengan isi pertek.

. Pengawasaa Insidental: Dilakukan jika ada aduan

Dinas Pertanahan dan HiduLingkungan menp ugaskan

5

Pelaksana

Jumlah
idLingkungalwasPenga. H u Dp PLH 2 Orang

6

Pelayanan

Jaminan

. Standar Waktu: Berdasarkan peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun
2021, proses penilaian hingga penerbitan pertek
umumnya memiliki batas waktu maksimal (SO hari
kerja untuk penapisan,/penilaian teknis).. Bentuk Jaminan: Jika melebihi batas waktu tanpa
alasan kahar (f,ore majeurel atau kendala teknis dari
pemohon, sistem atau ma-klumat pelayanan akan
mencatatnya sebagai pelanggaran kinerja aparatur.

2. Jaminan Kepastian Biaya (Transparansi Tarif)
Bentuk Jarninan: proses pengurusan dan penerbitan
Pertek Limbah Cair di Dinas pertanahan dan
Lingkungan Hidup dipastikan RpO,- (Gratis) alias tidak
dipungut biaya retribusi retribusi daerah

l. Jaminan Kepastian Waktu

7 Jaminan

keamanan

dan

keselamatan

pelayanan

Keabsahan Hukum: Dinas pertanahan dan Lingkungan
Hidup menjamin bahwa dokumen pertek Limbah Cair
yang diterbitkan sah secara hukum.

t

Jaminan Keamanan dan kgalitas Produk

(PPLH)



Hidup meqjamin kerahasiaan data formula proses
produksi industri milik pemohon yang bersifat rahasia

secreQ yang tercantrm dalam

t Kerahasiaan Data: Dinas LingkunganPertanahan dan

dagang (orporate

dokumen teknis.
8 Evaluasi

kinerja Lingkungan Hidup (pelayanan publik)
. Kecepatan Respons (SLA): Mengevaluasi persentase

dokumen pertek yang berhasil diselesaikan tepat waktu
sesuai Seruice Level Agreemenf (target 3O hari kerja).. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)I Mengukur kepuasan
pelaku usaha terhadap transpa-ransi, keramahan, dan
kejelasan informasi yang diberikan oleh petugas penilai
Pertek di Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup.. Tingkat Keluhan/Aduan: Mengevaluasi jumlah komplain
yang masuk melalui kanal pengaduan terkait proses
Pertek dan bagaimana penyelesaiannya..

Evaluasi Kineq'a Internal Birokrasi Dlnas Pertanahan dan

Borong, 08 Juni 2026

Kepala Dinas pertanahan dan
Lingkungan Hidup

KAa Timur,
F

a
ul t

*

T
Pembina Utama Muda

NrP. 19681001 199403 1009

\

t



4' STATIDAR PEL/\YAITAIT pERsgrurrlrAil TEITilIS (PERTEKT LIuBArr Bii
PADAT

A. PROSES PEINTAUPAIAX PELAYATAIT (SERVTCE DELTVERYI

KOUPTOItEItt
URAIAJ$

honan Pertek Limbah BS padat secara
tertulis kepa.da Kepala Dinas

2. Profil usaha/ kegiatan pemrakarsa
3. Identitas pemohon (KTp dan NpWp)
4. Surat Persetqjuan dari masyarakat sekitar lokasi

kegiatan

5. Dokumen pendirian usaha/ kegiatan
6. Surat kesesuaian rencana lokasi usaha/kegiatan
7. Dral dokumen teknis pengelolaan/penyimpanan

Limbah El3 padat dalam bentuk hard copy

1. Surat Permo

Pnosodur
menyampaikan permohonan pertek

Limbah 83 padat secara tertulis melalui surat
kepada Kepala Dinas beserta seluruh kelengkapan
persyaratannya.

2.Petugas pelayanan/front olfice memverilikasi
kelengkapan administrasi berkas permohonan.

3. Petugas/Tim Teloris melakukan uji pengecekan
Iapangan ke lokasi rencana usaha/kegiatan untuk
validasi kondisi riil.

4. Pemra-karsa melakukan peutaparan dokumen
tehris di depaa Tim Teknis DpLH dan Instansi
terkait.

5. Tim Teknis melakukan evaluasi dan koreksi
terhadap &af dokumen teknis yang diajukan.

6. Pemral<arsa melengkapi atau memperbafi
dokumen sesuai hasil koreksi Tim Teknis.

7. Tim Teknis memberikan rekomendasi persetujuan
Pertek Limbah El3 padat jika dokumen telah
sesuai ketentuan, atau rekomendasi penolakan
jika terdapat ketidaksesuaian substantif yang
tidak dapat dipenuhi.

8. Petugas mengagendakan surat keputusan hasil

l. Pemra_karsa

Peryaraltaa



9, Fetugas menyerahkan dokumen Rekomendasi/
Surat Fertek Limbah 83 padat dengan disertai
peqjelasan alur proses perizinan selanjutnya
kepa.da pemrakarsa.

buku register dan
Pertek ke dalam

mengarsipkannya.

Jangta Wattu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen
Permohonan dinyatakan lengkap
administrasi untuk dilakukan
peninjauan lokasi.

2. Maksimal 7 (ttljuh) hari kerja setelah
perbaikan/revisi dokumen teknis dinyatakan
benar dan lengkan untuk diterbitlan surat
rekomendasi/ perretujuan teknis.

uJr substansi/

secara

1. Maksimal

Gratis/ tidak dipungut biaya

Pnodut Leyaaaa Surat Rekomendasi persetujuan Teknis (pertek)
Pengelolaan/ Penyimpanan Limbah 83 padat atau
Surat Penolaken pertek.

Pqnlngrrtlrr

Fcogaduan, Sarel rLn
U..utal

1. Kritik, saran, serta pengaduan terkait peLayanan
Pertek Lirnbah 83 padat dapat disampa.ikan secara
langsung melalui petugas pelayanan di Dinas
Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Manggarai Timur atau melalui link:
https: / / doc s. qlroele. com,/ forms / df:

2. SP4N-LAPOR!

m

u--BafG

e lFAI LSdD
5H9sMS

ylSM M744UeimOi(JG6Sm a33A viewfor

B. PROSES PEI|GEIOLIIAIT PEI"AYATAT
(UAIYUTAC"I\,RIrGl

DI IIYTERIIAL ORGAITISASI

KOUPOIIEI{ T'RAINT

Dssar Hukua 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
tentang Penyelenggaraan perlindungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2021

dan

Btrya / Tartf



2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor O8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana

Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Linglungan

Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak l-ingkungan Hidup,
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat
Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup.

5. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 73
Tahun 2O2S tentang Standar Harga Satuan
I(abupa.ten Manggarai Timur.

Saraaa, prasarana,

dqa/atau Fasilites
informasi dan loket pelayanan terpadu

2. Perangkat komputer/laptop dan printer
3. Buku register permohonan
4. Dokumen peraturan perundang_undangan terkait

pengelolaan Limbah 83
5. Kendaraan operasional

lapangan
untuk pengecekan

1. Ruang

Konlrcten3i psratrrra l. Pendidikan minimal Strata 1

Lingkungan atau bidang terkait
2. Memiliki sertilikat pengawas Lingkungan

Hidup/pejabat pengawas lingkungan hidup
3. Memiliki sertilikat kompetensi AMDAL I penilaian

Dokumen Lingt<ungan

(Sl) di bidang

Peagrpasar Intcrnal
terhadap petugas pelaksana

oleh Pejabat pengendali Dampak

2. Pengawasan terhadap pejabat pengendali Dampak
Lingkungan dilakukan oleh KepaLa Bidang

1. Pengawasan langsung

dilakukan

Lingkungan.



Pengawasan dan pengendalian Limbah Et3.

3. Pengawasan berkala terhadap kepala bidang
dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas.

Jumlah Pelatsaaa l. Petugas pendaftaran/front offrce: I (satu) orang
2. Tim Tetcris Evaluator: 3 (tiga) orang

rlemtnan pelayaaaa Dinas Pertanahan dan Lingkungan
memberikan jaminan kepastian pelayanan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan. Jika
pelaksana tidak melaksanakan tugas tepat waktu,
pimpinan akan memberikan teguran/ sanksi sesuai

Aparatur Sipil Negara yang

Hidup

peraturan disiplin
berlaku.

rlaminrn Kcananaa
dan Keselanataa
Pclayanen

surat rekomendasi/persetujuan
teknis yang diterbitkan legal, sah, dan akuntabel
sesuai peraturan perundang_undangan yang berlaku,
sehingga memberikan kepastian hukum dan
mencegah risiko kerugian atau tuntutan hukum
kepada pemohon di kemudian hari.

Menjamin bahwa

Evrfu*i tGaGda

Peleteaaa
Kepala Dinas bersama Kepa1a B
Fungsional, serta staf operasional
rapat koordinasi internal perangkat Daerah secara
berkala untuk mengevaluasi capaian, hambatan, dan
mutu pelayanan pertek Limbah 83 padat.

idang, Pejabat

melaksanakan

Borong, 08 Juni 2026

Kepala Dinas pertanahan dan

Hidup

anggarai Timur,

rfl

t
a-/

sa

Pembina Utama Muda
NIP. 19681001 199403 1009

tl
rlt



5. STANDAR PELIIYAITAI| PEI|GEAAIIAIT {II'RAT PERITYATAAT

XESAITGGT'PAIT PEITGEI/OL/TAT DAT PEIf,AITTAUAIT LIITGKUTGAI{

HIDI'P

A- PROSEA ptIryA[pAIAr pELtryAItAII {SERVICE DELMRR

ilo KOMPONEIT

I Persyaratan 1. Surat Permohonaa;

2. Formulir SPPL;

3. Kelengkapan administrasi:
a. Informasi Tata Ruang (ITR) dan/atau persetujuan

Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang (pKKpR);
b. Identitas diri pelaku usaha ( fotocopy lmp dan Np\[/p]

pemilik usaha dan/atau kegiatan;
c. Surat Keterangan Sosialisasi (persetujuaa masyarakat

sekitar lokasi usaha/kegiatan) Mengetahui Kepala
Desa/Lurah;

d. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan dan
Mengetahui Camat;

e. Status tahan (SHM/HGB/AkIa Jual Beli/Akta
Hibah/Surat Sewa menyewa/Lainnya;

f. Surat Kuasa

Perizinan;

g. Pengesahan Badan Hukum perusahaal (untuk usaha
yang berbadan hukum) dan profil Kesehatan untuk
usaha/ kegiatan bidang kesehatan;

h. NPWP Perusahaan (untuk yang berbadan hukum);
i. Foto lokasi
j. Gambar Teknis Rencana Bangunan (termasuk gambar

potongan pengolahan limbah, dena/letak pengolahan
limbah dan lubang nesapan biopori):

k. Materai 1O.OOO (2 lembar).
4. Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang

menghasilkan limbah 83 (industri, Bengkel skala kecil
dan besar, fasilitas kesehatan dlt) wqiib melengkapi:
a. Surat pernyataan komitmen pengelolaan Limbah El3

untuk kegiatan penyimpanan dan
limbah 83 kategori SppL.

b. Dokumen persetujuan teknis berupa: Rincian Teknis,

Mengatasnamakan Dalam Semua

URAIAI{

pengumpulan



5. Semua kelengkapan tersebut di atas discon dalam bentuk
PDF dan hardcopy diserahkan ke Sekretariat pelayanan
perijinan lingkungan.

Standar Teknis atau Kajian Teknis).

2 Prosedur 1. Pelaku usaha mengajukan Formulir SPPL secara
elektronik atau secara manual dengan melampirkan
seluruh persyaratan;

2. Pemeriksaan Formulir SppL pada Sistem Informasi
Dokumen Lingkungan Hidup atau secara langsung
meliputi pemeriksaan admnistratif dan pemeriksaan
kesesuaian standar_standar pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup;

3' Daram hal pemeriksaan terhadap Formulir sppl tidak
memenuhi persyaratan administratif, formurir sppl
ditolak dan dikembalikan untuk dilengkapi;

4 Formulir sPPL yang dinyatakan Iengkap
secara administratif selanjutnya diverilikasi
dan diajukan untuk dilakukan pengesahan lama
(

3
tiga) hari kerja dinya tal<arr lengka dminip a straSI

Pengesahal Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan
peman tauan Lingkungan Hid (Sup PPL)

Surat Pemya taan Kesanggupan Pengelolaan dan
Peman tauan lingkungan Hidup sPPL) yang SUdah
disahkan drsampaikan kepada PeIaku usaha secara

atau melalul S lstem Informasi Dokumen

3 Jangka

Waktu t hari

4 Biaya/Tarit Tidak dikena-kan biaya
5 Produk

layanarr tauan
idLinglrun PPL) di

surat tan KePernya sanggupan olaanPengel dan Peman
H ugan Sp yang sahkan

6 Penanganan

1. Kotak saran dan pengaduan
2. Surat pengaduan yang dikirim melalui link pengaduan

Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Manggarai Timur,

3. Telp. : O8t2B9S9tT96

Dikelola o

Kapasitas,
Bidang

Peningka
mekanism

leh Pena taan Penaatan dan tan
e melalUr

Pemeriksaan

diregistrasi

paling
sejak

5.

dan

6.

langsung

Lingkungan.

telah

Pengaduan,

saran dan
rnasuka-n



Kabupaten Manggarai Timur.
7. SP4N.LAPOR!

t] il Llt

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

5. Website :

6. Facebook: Dinas

4. Email: d

B. PROSES PEIVGELOI,AAIT PEI,AYAITAIT DI ITTERICAL ORG^SI.ASI
{UAIYI'TA TURIITG'

1 Dasar

Hukum
I Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perlind
ten tang

ungan dan Pengelolaan Lingkungan
(kmbaran

Hidup
Negara RePUblik Indonesla Tahun nomorI tambahan Iembaran Negara republic Indonesla nomr5059

2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2l Tentangpenyerenggaraan per{iinan berusaha di Daerah (rembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16 ,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor6618);

3. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentangPenyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup {kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 6634);

4 Peraturan nomor 2a 2025 tentang
Pe.ijrnan Berusaha Berbasrs Resiko (Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 5)5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 3 Tahun 202I tentang Standar Kegiatan Usaha

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko sektor Lingkungan Hid darlup

6 Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan
Nomor 4 Tahun 2O21, tentarrg Daftar usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya pengelolaan Lingkungan Hidupdan pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat
Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup;

2009
40,

Pemerintah Tahun

Lembaran
7

pada

Kehutanan;
Peraturan



8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia I
cara dan r","r.""ox"ffHxt"L,ffiilT
Berbahaya dan Beracun.

teri id
lik

bi Persetuj Teknis Kelayakan
Operasio idang

7 Peraturan enM H u danp Kehutanan
b InRepu d eon Nsra omor 5 Ta}run 02 12 ten Tatatang

Cara Pener tan uan dan S tura
naI B Pengendalian Pencemaran

2

Prasarana 2. Ruang tunggu
3. Ruangrapat

+. Meja registrasi

5. Meja kantor
6. Komputer

7. Printer

8. Sistem Informasi Dokumen
9. Sistem OSS_RBA

i0. Buku registrasi
11. Almari arsip

Lingkungan Hidup

I. AIat tulis kantor

/)

pelaksana

Kompetensi

3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Menguasai peratura_r

lingkungan hidup 
r Perundang-undangan di bidang

emiliki sertifika1 M t Amdal A
2 a1Menguas kom terpu

4

Internal
oleh atasan

be.jenJang
5

Pelaksana

Jumlah

a. 2 (Dua) orang petugas informasi dan Konsultasi
b. t (Satu) orang petugas pendaftaran
c. I (Satu) orang petugas verifikasi
d. 1 (Satu) orang pemeriksa Dokumen

f. 1 (Satu) orang Kepata Bidang

Penyerahan Berkas dan

8 (Delapax) orang Terdiri dari :

g. 1 (Satu) orang pimpinan Perangkat Daerah

e. l(Satu) orang petugas

pendokumentasian

6 Jaminan
layanan sesuai standardengan yang

1.M
telah ditetapkan

Lingkungan;

secara

Pelayanan



yang memadai

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya
dapat dipertanggungiawabkaa

2. Aparatur penyelenggara layanan memiliki tensikompe

7 Jaminan

keamanan

dan

keselamatan

pelayanan

Lingkungan Hidup (SppL) yang benar

2. Tandaangan dan cap menggunakan tinta basah.

sanggupan
1. Pengesahan Surat Pernyataan Ke

dan Pemantauan

dan akurat;

8 Evaluasi

kineq'a kinerj minimal
satu sekali

D moni dantoring evaluasl I( tahun

Borong, Og Juni 2026

Kepala Dinas pertanahan dan
ngan Hidup

Timur,s

(- k
a'

\
,{,

Pembina Utama Muda
NIP. 19681001 i99403 1009



A. pROsEs pElyyAUpAIAIf pELayAItAIC (SERvrcE DELTVERYI

i tan 1 Surat Permohonan;
Formulir UIG_UpL;

Kelengkapan administrasi:
a) Surat pernyataan Kebenaran Dokumen;
b) Nomor Induk Berusaha (NIB);
c) Informasi Tata Ruar

. kesesuaian kegiatan tr_[:"f,ffi ,ffX$]"*d) Persetujuan Teknis:
- pemenuhan Baku Mutu Air Limbah- pemenuhan Baku Mutu Emisi
- pengelolaan Limbah 83
- Analisis mengenai Dampak Lalu Lintas

e) Identitas diri pelaku usaha (fotocopoy KTp dan NpWp)pemilik usaha dan/atau kegiatan;
Q Surat Keterangan Sosialisasi (persetujuan

masyarakat sekit
mengetahuiKepara#rr:'r::' 

usaha/kegiatan)

g) surat Keterangan Usaha dari Desa/ Kelurahan dan
mengetahui Camat;

h) Status lahan (SHM/HGB/Akta jual beli,rAkta
hibah/Surat sewa menyewa/lainnya);

i) Surat kuasa
perizinan;

j) Pengesahan Badan Hukum perusahaan (untuk usaha
yang berbadan hukum) dan prolil kesehatan untuk
usaha/kegiatan bidang kesehatan;

k) NPWP perusahaan (untukyang berbadan hukum);l) Foto lokasi;

m) Gambar Telqxis Rencana Bangunan (termasuk
gambar potongan pengolahaa limbah, dena/letak
pengolahan limbah dan lubang resapan bioipori.

mengatasnamakan dafam semua

2 Prosedur mengaj Formulir
ktronik informasi Lingkungan

I Pelaku usaha ukan UKL-UPL secara
ele stSpada tem Dokumen

6. STAITDAR PELTYAIAT PERSEN,,,AX PERITTATAAT I.,SAIS@T'PITTPEITGELOLAAT LIITGKT'I|GAI| HIDUP

ro



Hidup atau secara langsung dengan melampirkan
seluruh persyaratan;

2. Pemeriksaan Formulir UKL_UPL pada sistem informasi
Dokumen Lingkungan Hidup atau secara langsung
meliputi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan
kesesuaian standar-standar pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup;

3' Dalam hal pemeriksaan terhadap Formulir uKLUpL
tidak memenuhi persyaratan administratif, Formulir
UKL-UPL ditolak dan dikembalikan melalui:

4. Sistem perizinan Berusaha Elekteronik untuk UKL-UpL
standar yang diisi pelaku usaha; dan

5. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup untuk
UKLUPL standar yang diisi Instransi pemerintah.

6. Pemeriksaan Formulir UKLUPL pada Sistem Informasi
Dokumen Lingkunga Hidup, dilakukan paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi;

7. Dalam hal pemeriksaan kesesuaian standar_standar
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup belum
sesuai, dilakukan notifikasi perbaikan melalui sistem
informasi Dokumen Lingkungan Hidup atau secara
langsung;

8. Dalam waktu paling lama S (lima) hari sejak notifrkasi
perbaikan disampaikan, dilakukan pemeriksaan dan
memastikan standar_standar pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup telah diperbaiki atau
belum diperbaiki;

9. Dalam hal perfuaikan telah sesuai, dalam waktu paling
lama 2 (dua) hari diterbitkan persetujuan pernyataan
kesaaggupan pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Penerbitan persetujuan atau penola&an
kesanggupan pengelol,aan Lingkungan

pernyataan

Hidup dan
disampaikan kepada penanggungiawab usaha dan/atau
kegiatan melalui :

- sistem Periziman Berusaha Elektronik untuk Formulir
UKLUPL yang diisi pelaku Usaha; atau

- Sistem Informasi Dokumen Ungkungan Hidup untuk
Formulir UKLUpL yang diisi Instansi pemerintah.



3 Jangka

Waktu

4 Biaya/ Tarif Tidak dikenakan biaya
5 Produk

layanan Pengelolaan Lingkungan

Pernyataan KesanggupanPersetujuan

6 Penangaaan

Pengaduan,

saran dan

masukan

Dikelo Bidang Peningkaolehla Penataan Penaa tan dan tan

B. koses peagelolaan Fclayanaa di Interaal Orgaf rart (Uaauecturf agtilo KOMPOilEIT
URAIAN

I Dasar

Hukum perllindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomr S0S9);

2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2l Tentang
penyelenggaraan perijinan berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2O2l
Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

3. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneeia Nomor 6634);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan
Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Standar Kegiatan Usaha
pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Peraturan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

7 b;ari

Dokumen

Kapasitas mekanisme melalui :

1. Kotak saran dan pengaduan

2. Surat pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas
Pertanahan dan Lingkungan Hidup kabupaten
Manggarai Timur

3. Telp. : 081338918343

4. Email: dih ntarreqardl tirtr r rfi;/.tsrnii,.l. j(,,r.t
5. Website :

6. SP4N-LAPORI



Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup, Upaya pengelolaan
Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup
atau surat pemyataan Kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 5 Tahun 2O21, tentang Tata Cara penerbitan
Persetujuan Teknis dan Surat Kelaya}an Operasional
Bidang pengendalian pencemaran Lingkungan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 6 Tahun 2021, tentang Tata Cara dan
Persyaratan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun.

Nomor 4 Tahun 2O2 t, tentang Daftar usaha dan/atau

2 Sarana

Prasarana 2. RuangTunggu

3. RuangRapat

4. Meja Register

5. Meja kantor
6. Komputer

7 . Printer

8. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
9. Sistem OSS-RBA

10. Kendaraan operasional
11. Kamera

12. Buku registrasi; dan
13. Almari arsip

1. Alat Ttrlis Kantoi

3 Kompetensi

pelaksana
l. Memiliki sertifikat Amdal (minimal Amdal A);

4 Pengawasan

Internal
Pengawasan

berjenjang
secaradilakukan oleh atasan langsung

Jumlah

Pelaksana

lO (sepuluh) orang yang terdiri atas:

2. Menguasai komputer;
3. Mampu berkomunikasi dengan baik ;

4. Menguasai peraturan perundang_undangan di bidang
lingkungan hidup.

5

. 2 (dua) orang Petugas Informasi dan konsultasi;
r 1 (satu) orang Petugas Verifikasi
. I (satu) orang petugas pendaftaran



I (satu) orang Petugas penyerahan Berkas dan
pendokumentasian

1 (sahr) orang Kepala Bidang

1 (satu) orang pimpinan perangkat Daerah

a

a

a

a

3 (tiga) orang Pemeriksa Dokumen

6 Jaminan

Pelayanan 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan;

3' Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi
yang memadai;

4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya
dapat dipertanggungi awabkan.

nomor antrian;1. ?ersedianya

7 Jaminarr

keamanan

dan

keselamatan

pelayanan

lingkungan hidup yang benar dan akurat;
2. Tandatangan dan cap menggunakan tinta basah.

1 pengelolaanpemyataan kesanggupanPersetqiuan

8

I (satu) tahun sekali.

toring kin minimalmonl dan evaluasl aeq

Eiorong, O8 Juni 2026

Kepala Dinas pertanahan dan
gan Hidup

Uf,

iiRl
o\'1nG(ul

Pembina Utama Muda
NIP. 19681001 199403 1oo9

Evaluasi

Kine4'a



A. PROSES pEryyArpArAlf PELAYAIIAI{ (SER\IICE DELMRY!

ilo KOUFOIYEI{ URAIAIT
1 Persyaratan

2. Dokumen pengajuan pengukuran pensertifikatan tanah;
3. Dokumen pengajuan penerbitan hak pakai tanah ;
4. Foto copy KTp pemilik tanah, para saksi batas, Ketua RT,

Kepala Desa/Lurah dan
setempat;

tokoh masyarakat adat

1. Dokumen penyerahan tanah yang asli

2 Prosedur 1. Pemanfaat aseJ men5rampaikan permohonan secara
tertulis melalui surat kepada Kepala Dinas pertanahan
darr Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur
serta persyaratannya;

2. Petugas memverifikasi kelengkapan administrqsi;
3. Petugas melakukan penelusuran dokumen;
4' Petugas melakukan pendaftaran pertama kali ke lG,,tor

Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur untuk
pengukuran bidang tanah ;

5. Petugas loket pada Kantor pertanahan Kabupaten
Manggarai Timur melakukan koreksi terhadap
dokumen;

6' Petugas melengkapi atau memperbaiki dokumen bila
terdapat kekurangan dokumen untuk selanjutnya
didaftarkan pengajuan pengukuran bidang tanah;

Manggarai Timur untuk didistribusikan kepada pihak_
pihak yang terkait.

8. Petugas mendampingi Tim Kantor pertanahan Kabupaten
Manggarai Timur dalam kegiatan pengukuran bidang
tanah dan sidang pemeriksaan bidang tanah;

9. Petugas melakukan pendaftaran untuk penerbitan ha&
Pertanahan Kabupaten Manggarai

7. Petugas menerima

dikeluarkan oleh

pa}ai ke Kantor
?imur;

lo.Petugas menerima

Pertanahan Kabu

sertifikat hak pakai dari
paten Manggarai Timur

Kantor

untuk

7. STAITDAR PELI\YAI|AIf PETSERTITIIGTAN TAI|NI UILIB PEUERII{TAII
KABI'PATEI{ MAITGGARAI TIUI'R

undangan pengukuran yang
IGntor Pertanahan Kabupaten



Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan

3 Jangka

Waktu lengkap secara administrasi ;

Maksimal 2O sampai 30 hari setelah dokumen dinyatal€n

4 Biaya lTanf pungutan biaya
5 Sertilikat

Manggarai

Pakai Tanah MilikHak Pemenntah Kabu tenpa

6 Penanganan

Pengaduan,

saran dan

masukan Handphone pejabat penata Laksana furaria dan Tata
Ruang l08fma335r40l.

2. SP4N-LAPORI

Kritik informasi kai

atau ollte bi

dan saran serta ter t lnllayanan tdapa
d leh secarapero melangs al Iuung spetuga pelayanan

front dan sa meJ ullaluga takko rsonpe

B. PROAES PEICOELOI.AAIT

Fi[AryUrAcTURIrcl
PEIAYAIYTT DI II|TERIIAL ORCAMSAAI

F

ilo KOUPOIVEIY
URAIAIT

1 Dasar

Hukum tentang penjabaran Anggaran, pendapatan Be
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor I

Tahun 2025
lanja Daerah

Kabupaten
24).

Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 124

c

Prasarana

Sarana

2. L^aptop dan printer

3. ATK

4. Dokumen peraturan

Hukum
tentang pembentukan produk

5. Ruang informasi dan pelayanan

1. Buku Register

3 Kompetensi

pelalsana
Pendidikan Minimal D3

4

Internai
terhada dilakukan Pej

Agraria Tata Ruang;

wasanPenga p Pelaksana oleh a tba
taPena l,a]<sana dan

5 Jumlah

Pelaksana 2. Tim Teknis S (lima) orang

1. Petuga- penda-ftaran 1 (satu ) orang

Tidak ada
Produk

layanan Timur.

l.

2. Pengawasan terhadap pejabat penata Laksana Agraria
dan Tata Ruang dilakukan oleh Kepala Bidang;

3. Pengawasan terhadap Kepala Bidang dilakukan oleh
Kepala Dinas.

l.



6 Jaminan

Pelayanan Prosedur (SOp);

2. Dokumen diverifikasi dan divatidasi
Peraturan tentang pendaftaran Tanah;

3. Jika pelaksana tidak melaksanakan tugas sesuai dengan
jangka wakh.r yang ditentukan, maka pimpinan akan

teguran / sanksi sesuai peraturan yang

sesuai dengan

l. Pelayanan disesuaikan dengan Standar Mekanisme dan

memberikan

berlaku.
Jaminan

keamanan

dan

keselamatan

pelayanan 2. Menjamin keabsahan hukum agar proses penerbitan
Sertifikat tidak dalam status sengketa atau dalam

negara atau arsip kepemilikan tanah
disimpan dalam sistem pengamanan dan penyimpanan
yang ketat.

di rikan

tidakhingga di
di hari

I Pemo oh n merasa aman nyaman bahwa od kumen yang
be Sudah SSE dual engan yang

SC temukan hal hal yang
Pemohon kemud lan

jaminan pihak lain;
3. Dokumen rahasia

8 Evaluasi

Kinerja serta Staf Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup
melaksanakan rapat internal perangkat Daerah untuk
mengevaluasi setiap kegiatan dan pe

Kepala Dinas bersama Kepala Bidang, Pejabat Fungsional

layanan.

Borong, O8 Juni 2026

Kepala Dinas pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Kabu ggaral

Drs. Reltr'ieius Gonsa Tombor
Pembina Utama Muda

NIP. i9681001 199403 I OO9

,t

Peraturan berlaku,

merugikan

Timur,

&,\
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